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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Transaksi repo merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau 

jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Efek yang sering 

diperdagangkan dalam transaksi repo yaitu saham dan saham yang diakui 

dalam Bursa Efek Indonesia adalah saham atas nama. Setiap transaksi repo 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK repo wajib untuk mengakibatkan 

perubahan kepemilikan atas efek. Status kepemilikan saham yang dijadikan 

objek transaksi repo saham pada dasarnya telah beralih kepada pihak 

pembeli sejak dilakukannya penyerahan pada waktu penyelesaian pertama 

(1
st
 leg) yang dilaksanakan pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 

melalui sitem C-BEST. Pembeli sebagai pemilik baru atas saham tidak 

dapat mengalihkan atau menjual saham tersebut kepada pihak ketiga karena 

perjanjian yang dilakukan dengan penjual yaitu perjanjian repo hanya 

bersifat sementara. Artinya saham tersebut tidak di jual secara lepas karena 

ada klausul hak membeli kembali yang telah disepakati dalam perjanjian. 

Dalam proses pembeli mengalihkan atau menjual kembali saham kepada 

pihak ketiga diperlukan adanya persetujuan atau ijin dari pihak penjual 

sebagai pemilik awal saham. Meskipun setiap hak yang melekat pada saham 

tersebut telah beralih menjadi milik pembeli, pembeli harus mempunyai 

itikad baik dan tetap melaksanakan prestasinya sesuai dengan waktu dan 

harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak penjual.  
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2. Jika pembeli awal tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada waktu jatuh 

tempo atau pada waktu penyelesaian kedua (2
nd

 leg) maka pihak penjual 

dapat mengajukan gugatan atau klaim atas dasar perbuatan melawan hukum 

dan/atau perbuatan wanprestasi serta dapat melakukan upaya penyelesaian 

melalui lembaga Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang 

menawarkan 3 (tiga) proses penyelesaian yaitu pendapat mengikat, mediasi, 

dan arbitrase. Proses penyelesaian melalui BAPMI merupakan penyelesaian 

di luar pengadilan (non-litigasi) yang memberikan kemudahan, biaya murah, 

dan proses cepat. Proses penyelesaian pada BAPMI harus berdasarkan 

adanya klausula arbitrase pada pasal dalam perjanjian repo saham tersebut. 

Jika tidak ada klausula arbitrase maka para pihak diberikan pilihan sarana 

penyelesaian lain yaitu melalui jalur litigasi pada peradilan umum. Para 

pihak yang merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim dapat 

mengajukan perlawanan melalui upaya-upaya hukum yaitu upaya hukum 

biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa/istimewa 

(peninjauan kembali). Penggunaan klausula pilihan forum penyelesaian 

sengketa secara prinsip adalah merupakan kebebasan dari para pihak untuk 

memilih dan menyepakati forum mana yang akan digunakan jika terjadi 

suatu sengketa. Inilah prinsip kebebasan berkontrak yang dianut oleh sistem 

hukum perdata Indonesia. Jika para pihak sudah sepakat setiap sengketa 

akan diselesaikan di pengadilan, maka harus ke pengadilan, dan lembaga 

lain menjadi tidak berwenang. Demikian juga sebaliknya, jika para pihak 

sepakat menyelesaikan sengketa di lembaga arbitrase X maka harus ke 
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lembaga arbitrase X tersebut dan pengadilan atau lembaga arbitrase lain 

menjadi tidak berwenang.  

 

B. Saran 

1. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK) Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi 

Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan, namun sejauh ini di 

dalam regulasi tersebut belum ada dan perlu ditambahkan ketentuan tentang 

bentuk dan mekanisme pengamanan terhadap efek yang menjadi objek 

dalam transaksi repo. Tujuannya adalah untuk mencegah pihak pembeli 

mengalihkan efek yang menjadi objek transaksi repo kepada pihak ketiga 

yang dapat mengakibatkan adanya gagal serah pada waktu penyelesaian 

kedua (2
nd

 leg). 

2. Penulisan klausul oleh para pihak terkadang mengatur dua pilihan forum 

penyelesaian di dalam kontraknya misalnya klausula pilihan menyebutkan 

“sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase” atau “jika 

tidak bisa diselesaikan melalui arbitrase akan diajukan ke pengadilan”. Hal 

tersebut menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya di kemudian hari, 

sehingga diperlukan kalimat klausul yang efektif, jelas, dan tegas yang 

hanya mengacu pada satu forum penyelesaian saja, misalkan BAPMI yang 

memberikan upaya penyelesaian sengketa dengan mudah, biaya murah, dan 

proses yang cepat. 
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